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TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah adalah tanggung jawab
Pemerintah Daerah. Di lain pihak, keberlanjutan dunia usaha bergantung
pula pada kualitas sosial lingkungan kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga dunia usaha tidak hanya dapat hanya berorientasi
pada usaha untuk memupuk keuntungan semata. Oleh sebab itu, tanggung
jawab perusahaan tidak sekedar terbatas pada ekonomis terhadap negara,
namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis kepada masyarakat.

Etika bisnis sebagai tuntunan perilaku dunia usaha menuntut kepedulian
kepada kebutuhan sosial lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan
hidup. Posisi timbal balik antara kesejahteraan masyarakat dengan
pertumbuhan dunia usaha sebagai entitas bisnis membawa tanggung jawab
dunia usaha untuk berperan serta dalam membangun masyarakat sekitar
yang masih menjadi masalah utama bagi sebagian bcsar masyarakat di
Kabupaten Tegal.

Posisi di atas menempatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas pada amanat kebijakan program TJSLP sebagai bagian
dari kerja perusahaan. Oleh sebab itu, selain dari perwujudan wujud
penerapan prinsip good corporate governance, TJSLPberhubungan pula
dengan dukungan untuk mencapai tujuan Millennium Development Goals
(MDG’s), yang salah satu di antaranya menuntut pada pengurangan angka
kemiskinan. Pembentukan peraturan daerah tentang TJSLP diharapkan
mampu mendorong motivasi dan kepastian hukum pengembangan program
yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menopang tujuan
pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘asas kepastian hukum’ adalah bahwa program
TJSLP harus mendasarkan pada aturan hukum yang dapat memberi
arah pada pengembangan prioritas program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘asas kepentingan umum’ adalah bahwa
program TJSLP dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan yang
didasarkan pada kepentingan masyarakat tanpa kecuali.



Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘asas keterpaduan’ adalah bahwa pelaksanaan
program TJSLP harus dilakukan secara sinergis terhadap kebutuhan
masyarakat dengan program prioritas pembangunan yang dilakukan
pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘asas aspiratif’ adalah bahwa program TJSLP
diselenggarakan dengan keterlibatan anggota masyarakat melalui peran
serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan TJSLP baik langsung
maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘asas keterbukaan’ adalah bahwa pengelolaan
program TJSLP dilaksanakan dengan melandaskan pada informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘asas kemandirian’ adalah bahwa pelaksanaan
program TJSLP tetap dilakukan dengan mengedepankan potensi
daerah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih
mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘asas kemajuan ekonomi’ adalah bahwa
pengembangan program TJSLP diupayakan sejauh mungkin pada
usaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ‘asas akuntabilits’ adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan TJSLP harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ‘asas berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan’ adalah bahwa pengembangan program TJSLP harus
dilakukan secara terencana untuk menjamin kehidupan baik generasi
di masa kini maupun yang akan datang dantetap memperhatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan usaha menengah tertentu adalah usaha yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
namun dengan pembatasan:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

a. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00
(ima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupish).



Yang dimaksud dengan usaha besar adalah usaha yang memiliki
kekayaan bersih atau usaha penjualan tahunan di atas usaha
menengah.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ketentuan pasal ini dimaksudkan agar perusahaan yang tidak wajib

peserta dalam program TJSLP dapat berperan serta dalam program
tanggung jawab sosial.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lain adalah dokumen
pendukung bagi pelaksanaan program TJSLP seperti permohonan
program TJSLP dari masyarakat atau hasil analisis perusahaan

terhadap kebutuhan masyarakat dalam program TJSLP yang akan
dilaksanakan.

Ayat (2) huruf b
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas






